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Pengantar

:[rknervcnsi negara pada masa Orde Baru merasuki hampir semua relung
ehjdupan, termasuk didalamnya kehidupan komunitas keagamaan. Begitu
kuatnya posisi negara sehingga intervensi yang dipraktekkan bukan hanya
mempengaruhi sikap politik komunitas keagamaan tertentu, melainkan juga
menyentuh substansi ajaran yang menjadi basis sosial komunitas tersebut.

Tulisan ini memfokuskan kajian pada komunitas tarekat, salah satu dani

komunitas keagamaan yang mengalami pengaruh langsung intervensinegara

* tersebut. Bahan tulisan ini merupakan bagian laporan penelitian tentang

dinamika pandangan politik komunitas tarekat dalam pergulatannya

beradaptasi dengan intervensi negara pada era Orde Baru, yang mengambil
lokasi penelitian di Kudus, Jawa Tengah.

Tarekat, Mursyid, dan Ajaran Taglid

Tarekat merepreseniasikan sebuah komunitas yang mengembangkan onentasi
keagamaannya dalam corak sufistik, tidak terlalu kental dengan suasana figh
atau ketentuan yang lebih formal. Keberadaan dan perkembangan komunitas
tarekat berkait erat dengan awal mula perkembangan agama Islam di Jawa
vang sarat diwarnai ofeh corak sufisuk atau penuh warna mistik. Di samping
itu, tumbuhnya tarekat juga dikarenakan Islam sendiri yang sebenarnya

* Sraf pengajar pada jurusan Sosiologi, Fisipol, Universitas Gadyah Mada
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member landasan yang kuat bagl berkembangnya orientasi sufistik, yaitu ketika
kehadirannya diawali oleh proses roham Nabi Muhammad ber-khafwvar dan
ber-tannuts di Gua Hira. Orientasi yang lebih syar” atau lebih suam di sini
sebenarnya baru terbentuk setelah sebagian dari elitagama menunaikan ibadah
haji dan merumba ilmu ke Mekkah.

Ketika penetrasi mmodernisasi semakin deras, sebagian umat Islam
merasakan kehilangan ruh keagamaan yang memberikan kedalaman moral-
spiritual. Islam yang dibingkai oleh aturan figh, mereka rasakan hanya mampu
memenuhi sisi pengalaman eksoterik, dan kurang memadai bag! upaya
menywram kegersangan rohani. Karena itu banyak orang dan berbagal latar
belakang sosial kemudian menjadi bagian dan komunitas tarekat.! Bersamaan
dengan itu di kalangan komunitas tarekat terjadi upaya merumuskan kembali
ajaran sufi, terutama dimaksudkan agar pemahaman keagamaan mereka tetap
menapak pada jalan yang benar atau tidak bertentangan dengan syar ‘ab.
Untuk kepentingan ini, mereka kemudian membangun institusi yang
mensahkan apakah suatu tarekat dapat dinyatakan layak, syah (mu tabara/)
atau tidak. ’

Praktek intervensi negara pada masa Orde Baru menyentuh pula pada
basis sosial komunitas tarekat. Dengan dalih legitimasi modernisast, negara
tidak hanya melakukan intervensi pada pilihan-pilihan politik dan sikap parti-
san para elit agama, melainkan juga menyentuh sendi-sendi dasar komumitas
keagamaan. Intervensi negara semasa Orbe Baru ini ditengarai memiliks
implikasi yang cukup kuat terhadap ajaran taglid, ajaran yang menjadi sendi
initeraker antara guru dengan munid, yang diekspresikan pada keharusan mu-
rid untuk ber-faglid atau patuh kepada guru. Sebagai akibat dari intervensi
negara, pandangan politik komunitas tarckat terbelah menjadi dua. Di satu
pitiak diketemukan komunitas tarekat yang faglid penuh kepada guru, baik

dalam urusan agama maupun urusan politik, termasuk afiliasinya pada partal
politil. T lain pihak, ada komunitas tarekat yang menangkap kepemimpinan
frvarhanya dalam urasan vang berkaitan dengan agama sapa dan tdak dalam
urnsan politlk Bag kalangan ini, pandangan politik guri tidak harns menjadi

referensi pemikiran pohtik mund. Mengapa pandangan politik komunitas

' Abdurrahman, Moeshim, *Kesyahduan Sufi dalam Transformasi Sosial, Suaty Peogamatan

Perkembangan Tarckar dalam Pesagtren, No.3 Vol, 11, P3M Jakarta, hlm. 49
Bruinessen, Martin van, Tarekar Nagsyabandiyah df Indonesia, Mizan, Bandung, 1992
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tarekat terbelah dua semacam itu. Bagaimana proses terbelahnya pandangan
tersebut dan faktor-faktor sostal apa saja yang determinan menentukangya?

Fenomena tersebut secara sosiclogis menarik dikaji, bukan hanya kare
berkaitan dengan irlah bergesernya pemahaman doktnn raglid di kalangan
komunitas tarekat, [etapi juga memiliki wmplikasi yang signifikan terhadap
penlaku politik mereka. Pepafsiran baru ajaran faglid dalam tata hubungan
guru-murid tarekat telah dinntis melatui kajian Wahid dan Dhofier di Jombang,
Jawa Timur pada awal tahun 1980-an’. Dalam kajian tersebut antara lain
ditunjukkan bahwa dalam hal berpartai politik, pilihan mussyidternyata bisa
berbeda dengan pilihan murid, dan sebaliknya pilthan murid tarekat tidak
selamanya atas restu gurunya. Usaba serupa perfu diperluas di wilayah lain
pada komunitas tarekat yang berbeda.

Obyek kajian yang dibahas dalam penelitian ini adalah tarekat Qadirryah
wa Naqsyabandivah dan tarekat Nagsabandiyah Kholidiyah. Kedua jenis
komunitas tarekat tersebut terletak di kabupaten Kudus, sebuah daerah yang
menggambarkan besarnya komitmen dan peran yang dimainkan oleh para
guru/ mursyrddalam kancah percaturan politik di tingkat regional. Pandangan
politik mereka juga cukup beragam. Sebagian guru membernl dukungan pada
Partai Persatuan Pembangunan, dan sebagian yang lain ketika itu menjadi
pendukung setia Golongan Karya.

Pada penelitian ini, telah diwawancarai 15 elit tarekar (mursyid, badal,
atau kalifah) dan 50 orang murid tarekat. Data yang digali antara lain
mencakup (1) pandangan para muwrsyid, badal dan kalifah tarekat tentang
umara; (2) hubungan sosial yang terjalin antara elit tarekat dan elit birokrat
lokal; (3) ragam dukungan atau pilihan partai politik di kafangan komunitas;
serta (4) derajat taglid murid terhadap mursyrddalam hal yang berkaitan dengan
masalah politik.

Kerja lapangan diawali dengan melakukan observasi langsung terhadap
pelbagai kegiatan dua komunitas tarekat tersebut. Hasil observasi dipergunakan
untuk merumuskan konsep dan menyusun pelbagl indikator tentang
bergesernya pemahaman dokinn taq/id di kalangan komunitas tarekat,
terutama yang berkaitan dengan masalah politik. Dalam penelitian ini juga
dilakukan wawancara mendalam dengan mursyid, badaldan kalifak tarekat

* Wahid, Abdurrahman, Musiim df Tengah Pergumulas, Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional,
Jakara
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diseputar persepsi mereka tentang keberadaan dan kualitas para birokrat lokal.
Kemudian dilakukan survai dengan instrumen kuesioner yang disusun
berdasaarkan kerja lapangan tersebut. Analisis data di samping dilakukan
dengan logika verbal, juga melalui analisis taksonomis dalam bentuk matriks
atau tabel sifang,

Komunitas Tarekat di Kudus

Kudus terletak di pesisir utara Jawa, kira-kira 60 km di sebelah timur kota
Semarang. Dalam perbincangan perkembangan Islam di Jawa, Kudus
mempercleh tempat khusus karena dari daerah inilah seorang ulama besar
bernama Ja'far Sodiq (yang kemudian dikenal dengan Sunan Kudus)
menegakkan syiar Islam. Sebagai salah satu pusat pengembangan Islam, di
sana diketemukan beberapa peninggalan. Salah satu di antaranya adalah
sebuah masjid tua yang dikenal dengan sebutan masjid Menoro. Sunan Ku-
dus dimakamkan di bagian belakang masjid ini, dan menjadi tempat ziarah
yang dikunjungi umat darn berbagai daerah.

Berdasarkan catatan yang diperoleh (1994} jumiah penduduk Kabupaten
Kudus sebanyak 620.725 jiwa, terdiri dan 303.560 laki-laki serta 317.165 wanita,
terhumpun dalam 135.030 kepala keluarga dan tersebar di serabilan kecamatan.
Anggota masyarakat daerah ini mayoritas beragama Islam, dan sebagian besar
tergolong kategor sangat taat menjalankan syariat. Perkembangan perolehan
suara pada Pemilu tahun 1982, 1987 dan 1992 di kabupaten Kudus
memperlihatkan dinarika yang menark. Golongan Karya (Golkar) dan Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami pasang-surut, sedangkan Partai
Demokrasi Indonesia (PDI) lamban-laun mengalami kenaikan yang cukup
verartt. PDI yang pada pemilu 1987 memperoleh 17.184 suara, naik menjadi
57.223 suara pada pemilu 1992. Sebaliknya, perolehan suara PPP mengalami
pasang-surut, Hal w1 berkait dengan sikap politik NU yang didasarkan atas
hasil keputusan Mulktarar Nahdlatul Ulama untuk kembali ke khitah 1926.

Perolehan suarz PFF pada pemilu 1987 mengalami penurunan, meskipun
kemud:an kemball natk pada pemily tahun 1992,

]:_)i Kudus tevedapar beberapa kelompok perguruan tarekat yang vang masing-
masirg memilis gurn atau mursyid sendin-sendin. Kefompok perguruan

tarckat tessebur adalal tarekat Nagsabandivah-Khalidiyah, Qadirivah wa
Nagsyabandiyah dan Sadzaliyah. Perguruan tarekat Qadirivah wa
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Nagsyabandiyah berpusat di desa Piji, kecamatan Dawe dan berdiri tahun
1970. Perguruan tarekat Nagsyabandiyah Khalidjyahberpusat di dua tempat
yaitu di desa Kwanaran (kecamatan Kudus Kota) dan di desa Undaan (Ku-
dus bagian timur), sedangkan tarekat Sadzaliyah, sebenarnya berpusat di
Pekalongan. Tarekat ini lebih banyak diniinati oleh kalingan muda usia dan
para pedagang.

Dari segi keagamaan, perbedaan di antara kelompok-kelompok tarckat
tersebut adalah pada praktek dzikir dan urut-urutan sanaddarn guru terakhir
hingga sumber utama Nabi Muhammad dan Alfah. Dalam dunia tarekat
dikenal dua sebutan yaitu: (1) tarekat s tabarohatau tarekat yang disepakats
keabsahannya dari segi agama oleh para ulama, dan (2) tarekat ghoiru
mu tabarahatau tarekat yang tidak disepakati keabsahannya oleh para ulama
karena amalan-amalan tidak sesuai dengan syari'ah Islam dan diragukan urut-
urutan sanad-nya hingga Nabi Muhammad dan Allah.

Rerkenaan dengan perkembangan tarekat yang cukup majemuk terscbut,
Nahdlawl Ulama kemudian merasa perlu untuk organisasi tersendin yang
menghimpun tarekat-tarekat yang hidup di bawah bimbingannya, sepertl
misalnya Jam Tyyah Al-Tarigah Al-Mu’Tabarah AlNahdliyyah.

Dalam tradisi tarekat Qadiriyah wa Nagsyabandiyah setiap murid
diwajibkan kumpul ber-khahwat setahun tiga kali (masing-masing selama 10
hari) yaitu dari tanggal 1 sampai 10 bulan Muharram, bulan Rajab dan bulan
Ramadhan. Mereka juga diwajibkan mengikuti pengajian atau pengajaran
tarekat seminggu sekali. Oleh karena bagi sebagian murid ketentuan itu
dirasakan terlalu berat, maka mursyrd tarekat tersebut kewajiban itu
disederhanakan. Setiap murid tarekat diwajibkan ber-khalwatselama 10 hani
hanya di awal bulan Ramadhan saja dan kegiatan lainnya diganti dengan
wajib berkumpul seminggu sekali,

Tarekat Nagsyabandiyah-Kbalidivah Undaan sebenarnya sudah berdir
sebelum tarekat Nagsyabandiyah-Khalidiyah Kwanaran. Kegiatan keagamaan
tarekat Nagsyabandiyah-Khalidiyah Kwanaran hampir sama dengan
Qadiriyah wa Nagsyabandiyah yang ada di daerah Piji. Hanya saja di
perguruan ini aktivitas diterapkan secara penuh, yaitu setiap murnid tarekat
diharuskan ber-khalwartiga kali setahun masing-masing 10 hari, yaitu tanggal
1 sampai 10 bulan Ramadhan, bulan Mubarram dan bulan Rajab. Sementara
untuk pengajaran tarekat diadakan setiap hari Kamis. Mengingat besarnya
jumlah murid dan tersebar di banyak daerah yang cukup jauh, tarekat ini
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membentuk semacam perkumpulan pengajian tarekat di beberapa daerah di
Kudus. Hal ini juga dimaksudkan untuk melayani para mund tarckar yang
sudah lamut usiz dan tidak memiliki biaya untuk datang di Kwanaran,
Sedangkan kegratan keagamaan tarekat Nagsyabandiyah-Khalidiyah di
Undaan serupa dengan tarekat Nagsyabandiyah-Khalidiyah Kwanaran dilihat
dari segi amalannya. Disamping itu, mereka juga menerapkan jadwal khalwar
tiga kali setahun secara penuh dan ditambah dengan pengajaran tarekat setiap
Selasa.

Tidak seperti dua perguruan tarekat sebelumnya, tarekat Sadzaliyahtidak
menmliks wakiu reszin uniuk amalan secara kotektif. Amalannva l=thbersifar
individual dan setiap murid diberi amalan wirid tertentu menurut
Yemampuannva Ofch karena itu dalam tarekat ini masing-masing mirid bisa
memiliks bentuk amalan vang berbeda. Amalan itu bisa meningkart setiap saat
Sistim pengararan tarekat i dilakukan secara individual, sedangkan st
penpmjaran tarekat Nagsyabandiyvah-Khalidivah dan (Jadirivah wa
Nagsyabandiyah dilakukan secara koleknf.

Guru Tarekat dan Politik

Sepertitelah diungkapkan di depan bahwa penelitian ini telah inewawaneara
i5 orang elit, termasuk di dalamnya mursyrd, khalifah dan hada/dan tiga
perguruan farekat rersebut. Ketika kepada para responden ditanyakan
bagamana pandangan mereka tentang umara, hampir semuanya menyatakan
bahwa umara adalah penerima amanah yang dalam menjalankan

pekeriaannya bereferensi pada svari’at Islam atau sesuai dengan prinsip-prinsip
ahlussurinatls wal jamaath, Umara yang paling ideal adalah seperti pada zaman
Nabi Muhammad dan empat khulafaur rasyidin. Pada saat i selurul
keputusan pemenniah mengacu kepada ajaran Islam dan seluruh keputusan
tersebut sekaligus sebagai realisasi syan'ah Islam itu sendimn.

Penclitian ini memang tidak memperoleh keterangan vang jelas di selitar
TR u tarckat teniang apakah aparat pemerintah vang sekamng
rmsasuk dalam konsep umars seperts yang mercka bayangkan, Hanya terhnts

kesan bihwa pandangan para gurn tarekat tersebut terbelah dua. Kalanga
pemtama menyalakan pemenmah selamang kurang begrtu delat dengan konsep

tersebut. Beberapa hal yang menjadi kntik tajam dan para guru tanckat tersebut
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terhadap kebijaksanaan pemerintah adalah masih adanya praktek korupsi,
pelaksanaan hukum yang sewenang-wenang, masih dijjinkannya prostitusi
dan perjudian, kurang dilibatkannya utama dalam ;-r“.ga.mbilan keputusan
vang menyanoklitkepentinganpubljk seria kecenderungan pemerintah untuk
mencampuri masalah ibadab keagamaan murni seperin penentuan hari raya
Idul Fitri. Menurut mereka, sikap dan perﬂaku ':-gian besar pejabat
pemerintah lokal masih belum mementingkan kepentingan rakyat sesuai
dengan sumpah jabatan yang pernah mereka ikrarkan. Pejabat pemerintah
lokal menurut mereka bisa dinilai dari sisi yaitu: sikap dan penlaku pejabatnya
(sebagai aktor) dan pelbagi kebijaksanaan yang dihasilkannya. Kedua hal
termasuk dalam katagori yang tidak harus ditaati kecuali jika menapak di
jalan yang diridhai Allah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa
tidak wajib taat kepada mahluk yang maksiat kepada Alilah.

Sementara itu, hasil penelitian ini mempertihatkan bahwa kalangan kedua
agak lebih positif menilai keberadaan pemerintah. Menurut mereka sikap dan
perilaku pejabat pemerintah serta pelbagai kebijaksanaan yang dihasilkan
memang masih belum utuh mencerminkan ciri dan sifat yang pernah
diteladankan oleh para umara Islam. Tetapi menurut mereka para pejabat
pemerintah tersebut secara umum memiliki komitrmen membangun moral,
khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan iman dan tagwa. Kegiatan
pengajian di daerah inj nampak semarak, meskipun boleh jadi sebagian yang
datang dan mengikuti pengajian karena ada kepentingan, atau karena rasa
enggan dengan atasannya. Satu hal yang positif adalah ada upaya untuk
meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan pendidikan moral segenap anggota
masyarakat. Kendatipun demikian, mereka pada umumnya sepakat bahwa
selama pemerintah tidak menganjurkan masyarakat untuk berbuat maksiat,
dan tidak melarang umat Islam menjalankan syariat-syariatnya, maka
pemerintah harus didukung. Tetapi jika pemerintah menyerukan kepada
masyarakat untuk melanggar syariat Islarn, maka pemerintah wajib ditentang.

Dua pandangan tersebut memiliki implikasi pada hubungan mereka dengan
pejabat pemerintah lokal. Kalangan pertama pada umumnya kurang begitu
akrab dengan aparat pemerintah, meskipun bukan berarti ada permusuhan.
Mereka masih menjalin kontak dengan aparat pemerintah, bahkan masih
merasa perlu memberi nasehat agar segala bentuk kebijaksanaan pemerintah
lokal yang diambil dapat mendatangkan manfaat bagi umat. Dalam benak
mereka aparat pemerintah lokal seharusnya lebih mau mengerti dan
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memahami kehendak kiyai atau ulama. Sementara itu kalangan kedua
kebany: L'fl:'. menyatakan bahwa hobungan antara me |-.L .].l'.;.!d peja'cal
pemerintab lokal dL m beberapa ahun terakhir 1 semalon baik Ada d
anfara mMercka. ya enjadi penasehat spiritual pejabut pemenntah lokal
JaluL:.'u huburgzs -J! antara mereka telah melahirkan pelbagai kerjasama,

rrnasuk dalam |~| e pengambilan keputusan polink yang tergolong krusial.
Salau samu contoh kerjasama tu adalah keberhasilan kiyai meyakinkan
pemerintah lokal unruk mengangkat seorang camat di Kudus yang benar-
benar memiliks komitmen kuat bagi pengembangan syariat Islam.

Hal penting yarp tavak dicatat dari hasil penelitian tersebut adalah para
guru tarekat kelihatarnya memelihara apa yang lazim disebut dengan collec
frvist culture® =tau budaya politik yang mengedepankan kebessamasn atau
komsensus, dengan ditandai oleh sikap dan perilaku yang ¢ ll| i lowal kepada
pemnenintad lokal. Dalam budaya polink semacam ini o berusaha keras
menghindar kemungkman terjadi konflik, menjauhi .f.-':...,ﬂ_-.--.x ment, dan
senantasl berusaha memelihara harmoni. Trulah sebabnya "-w-'l.' _j'-l-r sebagian
besar dan para .' 1 Alan gure arekat {mursyrd, badaldan izl sebenamya
kurang bisa menenma pelbagai kebijaksanaan aparat pemerint: ]1] 1.| namun
jarang sekali muncul ke permukaan menjadiisu publik. Perbedaan-perbedaan
pandangan dan keinginan di antara mereka diusahakan diredam sedemikian
rupa sehingga tidak menmimbulkan gejolak politik. Pertanyaannya kemudian
adalah mengana collective culture lebih terlihat dibandingkan dengan kuitur
politik lain? Pukankah para guru tarekat tersebut adalah elit agama yang rid
memuliki kekuatan politik untuk melakukan tawar-menawar kekuasaan dengan
elit birokrat? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Alternatf jawabannya
barangkali bisa ditelusuri dari strategi politik Orde Baru. Seperti telah banyak
didiskasikan bahwa pemenntah Orde Baru dengan sukses mengembangkan
sistim permerintahan yang sentralistis, memonopoli sumber-sumber ekonom:
dan politik, sehiugga mampu melakukan tindakan-tindakan yang represif dan
otoritarian. Karena itu menjadi mudah dipabhamu apabila posisi elit agama
adal.a marging 1, mereka berada di pinggiran, dan tidak cukup kuat
mempengarul proses pengambilan keputusan-keputusan politik < tingkat lokal.

¢ Woshinsky, Oliver H.. Cwlture and Politics,An Introduction to Mass and Elite Political Behavior,
Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1995, hal 65,
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Hasil penelitian i juga menunjukkan bahwa persepsi para guru tarekat
tentang pejabat pemerintah Iokal, serta intensitas huhungan mereka dengan
pejabat pemerintah lokal, memilila kaitan yang signifilan dengan dukungannya
pada partai politk. Para guru tarekat kategori pertama pada umumnya adalah
pendukung PPP. Bagi kalangan ini PPP adalah partai politik yang berasaskan
Islam dan secara tegas berjuang dalam bingkai akidah dan syariat [slam.
Responden yang kebetulan kader partai ini menyatakan bahwa komunitas
tarekat tidak bisa difepaskan dari tradisi pesantren dan Nahdlatul Ulama.
Pesantren dan Nahdlatul Ulama inilah yang ketika terjadi fusi partai Islam
menjadi pilar penting bagi PPP.

Sementara itu para guru tarekat kategon kedua pada umumnya mendukung
Golkar. Bagi sebagian mereka dukungan terhadap partai politik tidak harus
dikaitkan dengan perguruan tarekat. Kegiatan tarekat adalah bagian usaha
dari makhluk Aflah untuk membersthan hati dan sebuah laku spiritual dalam
rangka mendekatkan din kepada Allah, karena itu harus dipisahkan dengan
masaiah politik yang dalam kenyataannya lebih mementingkan pemenuhan
kebutuhan duniawi. Kepentingan serta arah dua kegiatan tersebut berbeda
dan harus dipisahkan. Seorang responden menyatakan usaha pemisahan
semacam itu pernah dilakukan oleh Abu Hurairah. Ketika terjadi pergolakan
perebutan kekuasaan antara Ali dan Mu’awiyah (yang kemudian dimenangkan
Mu’awiyah), Abu Hurairah menyatakan bahwa sebagai berikut: “saya
mengikuti Ali dalam hal agama, dan mengikuti Mu'awiyah dalam hal
xenegaraan”. Selanjutnya, menurut mereka, Golkar memang tidak berasaskan
Islam, tetapi sebenarnya cukup serius ikut memikirkan berkembangnya sylar
Islam di daerah ini.

Satu hal vang menarik dari hasil penelitian i adalah hampir semua
responden menyatakan bahwa ketika orang menjadi bagian dari komunitas
tarekat seharusaya menjaubkan diri kegiatan politik praktis. Komunitas tarekat
adalah jamiah yang mengutamakan masalah ilmu hakekat dan ma’nfat,
sedangkan poelitik adalah termasuk wilayah syariah yang mengurus
keduniwian. Kedua hal ini berbeda, dan seharusanya dipisahkan. ITtulah
sebabnya para guru tarekat tersebut idak pernzh merasa perlu memberikan
penjelasan secara terbuka terhadap para mund mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan politikk. Meskipun demikian, hampir semua responden menyatakan
bahwa setiap menjelang Pernilu selafu ada murid yang bertanya tantang partai
politik yang seharusnya didukungnya. Para guru tarekat pada umumnya
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menolak membert petunyuk atau fatwa polink. terotama karena kepiatan
tarekar tidak terkan dengan politik. Kalaupun kemudian hanis ;||-_h_- ther]
jawaban, keterangan yang mereka berikan biasanva bersifat wmum, Meskipun
demitaan satu hal vang sulit dihindan adalah mformasi di seputar dukungan
politik prara gurn sethadap partai politik ertentu ternvats secarm semd-
fadar sampal jue !-:<:':.'.. para mund _H':_:'_ sebaglan respotide -}!:L-i:n;_:._u_
para muryd tarekat terhadap partai politik tertentu (1‘ . Golkar dan PPP)
ndak harus sama demgan pilihan gurn arekatnya fasil penslitian tersebut

memperhthatkan betapa pemenntah Orde Baru telah sukses meinasang strateg
politik dengan memisahkan agama dan politik. Pemerintah Orde Baru
kelihatannya cukup jeli melihat ketika agama erat terkait dengan politik, akan
melahirkan gerakan politik dengan referensi agama vang dalam sejarah politik
bangsa ini terbukii melahirkan kekuatan yang bisa merepotkan pusat

kekuasaan.®

Murid Tarekat dan Politik

Uraian berikut diawali dengan pembahasan tentang pandangan para murid
tarekat terhadap status dan peran umara. Hasil penelitian ini m emperhihatkan
bahwa pandangan para murid dalam masalah tersebut tidak jauh berbeda
dengan pandangan guri. Tendensi demikian mudah dimengerti karena guru
adalah figur panutan yang pandangannya ditempatkan sebagai acuan dalam
melihat berbaga) persoalan yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian
ini telah mewawancarai 50 orang murid tarekat, terdiri dan 29 mund tarekat
Nagsyabandiyah-Kholidiyah dan 21 murid tarekat Qodiriyah wa
Nagsyabandiyah.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa tarekat adalah ilmu
kasepuhanatau lebih cocok dengan orang yang sudah berusia tua. Pernyataan
i nampaknya berk:-.nan dengan kecenderungan bahwa murid tarekat
kebanyakan herusia i, Pada usia itu orang mulai lebih bas o ak memikirkan
bekal menghadap: I. i |r akherat. Ketika kepada responden ditanyakan
bagaimana pandangannya teatang umara, jawaban mereka kebanyakan

: Seebardi, 8., ‘Islam ¢ [ndeonesia’ dalam Prismra, No. Ekstra, LP3ES, Jakara, him.65-80
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menyatakan bahwa umara adalah pejabat pemerintah yang mau melibatkan
secara aktif ulama dalam proses pembuatan kebijakan atau keputusan penting.
Apabila umara dan ulama dapat bekerja sama, maka bukan mustahil sebuah
negara yang aman, tenteram dan makmur, ‘Paldatun thoyibaiun wa robun
ghofuur, akan dapat diwujudkan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pandangan responden terhadap
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat ternyata juga terbelah
dua. Sebagian responden menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh aparat
pemerintah lokal di daerah i1 kurang sesnai dengan syariat yang dikehendaki
oleh ajaran Islam. Mereka sadar bahwa sejumlah program pembangunan
sudah direncanakan dan dimplementasikan dengan mempertimbangkan
pefbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Namun mereka melihat
masih banyak langkah-langkah pemerintah lokal kurang menapak pada
ketentuan syariat Islam. Mereka kecewa ketika pemerintah lokal masih
member: jjin peredaran minuman keras, lokalisas: pelacuran dan perjudian.
Sementara itu, sebagian responden yang lain menyatakan bahwa memang
benar yang dilakukan oieh aparat pemerintah di daerah ini belum sesuai dengan
syariat yang dikehendaki oleh ajaran [slam. Tetapisecara umum sebenarnya
sudah banyak menguntungkan umat Istam. Kemudian ketika mereka diminta
menilai hubungan antara pejabat pemerintah lokal dan ulama di daerah,
kebanyakan responden menyatakan baliwa hubungan tersebut cukup akrab.
Hal ini antara lain ditunjukkan oleh: (1) pemerintah Iokal telah memberi
sumbangan finansial bagi sebagian kegiatan tarekat, {2) kunjungan pejabat
pemerintah dalam keglatan tarekat, dan (3) selalu ada kemudahan ijin bagi

tarekat yang hendak melaksanakan kegiatan yang ingin menghadirkan banyak
orang.

Selanjutnya ketika kepada responden ditanyakan partai politik apa yang
mereka dukung pada Pemilu 1992 yang lalu, jawaban responden juga terbelah
dua. Responden dan perguruan tarekat Qodiriyaf wa Nagsyabandivahyang
berpusat di desa Piyji sebagian memberi dukungan Golkar dan sebagian yang
fain memberi dukungan PPP. Sedangkan murnid perguruan tarekat
Nagsyabandiyah-Kholidiyah, baik yang berpusat di desa Kwanaran maupun
yang berpusat di Undaan, lebih mendukung PPP. Meskipun keterlibatan
responden dalam partai politik pada umumnya terbatas hanya sebagal
simpatisan {khususnya pada saat berlangsung pernilu saja) namun satu hal
layak dicatat adalah pilihan partai politik mereka tidak selamanya harus
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mengikuti plll’h.an guru. Seperti telah dinngkapkan pada terdahuly bahwa gury
tarekat Qodiriyah wa Nagsyabandiyah yang berpusat di desa Piji adalah
pendukung atau simpatisan Gotkar. Kecenderungan ini tidak nampak di
ka]al.lgal.n mund, karena ternyata tidak sedikit di antara murid tarekat inj
wenjadi pendukung atau simpatisan PPP Pertanyaan yang relevan diajukan
adalah mengapa murid tarekat tersebut tidak seutuhnya patuh kepada gurun
dalam urusan politik? Mereka bisa mermiliki pilihan sendiri yang berb;ag
dengaz_l gurunya? Tendensi semacam itu nampaknya berakar dari ciri
kepemimpinan yang sekarng disandang oleh para guru tarckat., Kepemimpinan
guru tarekat kehhatannya tidak lagi bersifat polymorphicatau dalam banyak
bidang, tetapi tlelah bergeser menjadi bersifat monomorphicatau dalam bidan
tenentu_ saja (bidang keagamaan). Dalam bidang politik, pengikut tarekat mula%
mencari referensi fain sesuai dengan perkembangan aspirasi politik masyarakat

Ketika kepadq mereka diminta menilai keberadaan partai-partai politik di
dae_re_lhnya, sebggxan responden menganggap bahwa Galkar adalah organisasi
politik yang sulit dipisahkan dengan pemerintah yang berkuasa. Tokoh-tokoh
Gc_)lka.r kebanyakan adalah pejabat pemerintah, bahkan hampir semua adalah
pejabe_it teras yang determinan dalam mengambil keputusan politik yang
berkaitan deng_an kepentingan publik. Pandangan demikian ternyata iiut
me_mpenga;ulu mereka ketika memberi dukungan partai politik. Bagi mereka
setiap muslim Seyogyanya mendukung kemauan pemerintah, dan oleh karcne;
itu styogyanya juga memberi dukungan organisasi polittknya. Sementara
itu, sebagian responden yang lain bertentangan dengan pandangan semacam
itu. Kalangan ini melihat Golkar adalah organisast politik dan keberadaannya
berbeda dengan pemerintah. Pemerintah adalah lembaga yang mengatur hidup
bermasyarakat, terutama dalam memberi pelayanan segala bentuk kebutuhan
anggota masyarakat. Karena itu tidak ada kewajiban bagi seorang muslim
memberi dukungan Golkar. Bagi katangan ini kedudukan Golkar adalah sama
dengan_ PPP atau PDI. Bagi sebagian mund, meskipun PPP berasaskan
Pancasde}, namun partai ini tetap dianggap sebagai partai vang Islami dan
yang paling potensial menyalurkan aspirasi umat Islam. Kendatipun begitu
menurut mereka tidak ada lagi keharusan bagl warga Nahdlatul Ulama
mendukung PPP. Mereka merasa tidak keberatan andaikata ada warga
Nahdlatul Ulama yang menjadi simpatisan atau memberi dukungan Golkar
atau bahk;n munglin PPP. Dukungan warga Nahdlatu] Ulama terhadap
PDI ham_pg tidak mungkin terjadi pada tahun 1970an, karena pada saat itu
PDI masih identik dengan PNT.
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Sebagaimana telah diungkapkan di depan bahwa tarekat diyakini oleh para
pengikutnya sebagai paguyuban yang mampu mendekatkan diri ke jalan Al-
lah. Dalam dunia tarekat memang terdapat pelbagai perbedaan ritual atau
kegiatan, namun semua menuju pada satu harapan vaitu membersihkan hati
dan godaan duniawi. Dalam kegiatan tarekat seperti pengajian, &ha/watdan
tawajuhanseringkali terjadi interaksi intensif antara guru dan murid maupun
di antara murid. Karena itu kegiatan semacam itu dimungkinkan dipergunakan
sebagai saluran menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan
kebijjaksanaan pemerintah, atau sebagai sarana mobilisasi massa bagi
kepentingan politik. Sebagian murid tarekat menyatakan bahwa dalam
kegiatan semacam 1tu boleh saja pemerintah menyampaikan informasi tentang
kebijaksanaan pembangunan, selama tidak mengganggu ibadah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sejumlah responden pernah mendengar
inforrmasi tentang Keluarga Berencana dan kebersihan lingkungan.

Namun hampir sebagian besar mereka menolak ketika tarekat dipergunakan
sebagai sarana memobilasi massa untuk kepentingan politik terutara yang
terkait dengan pernilihan umum. Mereka menegaskan babwa kegiatan tarekat
seharusnya tidak dikaitkan dengan urusan politik. Perguruan tarekat
seharusnya tidak boleh mengembangkan diskriminasi perfakuan terhadap
murid berdasar afiliasi politiknya. Berpolitik adalah hak dan vrusan pribadi,
schingga bisa saja seorang pengikut tarekat aktif atau bahkan menjadi kader
PPP, Golkar, dan PDI.

Kesimpulan

Berikut disampaikan beberapa kesimpulan penting dan hasil penelitian ini,
Pertama, di kalangan para guru tarekat terdapat perbedaan pandangan tentang
keberadaan pemerintah sekarang. Sebagian menganggap agak jauh dari konsep
umara karena itu perlu dikoreksi dan tidak harus ditaati, dan sebagian yang
lain menganggap kurang lebih sama dengan dengan konsep umara karena 1tu
perlu didukung. Penyimpangan-penyimpan yang terjadi adalah sebuah
kelemahan dan ada kemungkinan bisa diperbaiki.

Kedua, meskipun para guru tarekat sama-sama beranggapan bahwa tarekat
adalah kegiatan membersihkan diri, namun bukan berarti mereka lalu tidak
peduli dengan kegiatan politik. Mereka memang tidak berkecimpung langsung
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dalam kegiatan politik praktis, namu masih mengikuti perkembangan politik.

Dalam hal im mereka terbelah dua: sebagian memberi dukungan partai
pemetintah, (in sehagian yang lain tidak. Dikalangan yang disebutkan terakhis
mi kelhartanoya masib tetap dilandasi pemikirae politik bahwa umat Idlam

harus brafiliasi dengan partai yang Islami.

Keriga, fenomena taqlid di kalangan kelompok tarekat sangat diutamakan.
Meskipun begitu dalam kaitannya dengan afiliasi politik terbelah dua
pandangan. Sebagian menyatakan pilihan guru seharusnya ditkuti oleh mu-
rid dan sebagian yang lain menyatakan pilihan guru tidak harus dijkut oleh
mund. Kecenderungan demikian terjadi paling tidak berakar pada dua hal
yaitu: (1) keberhasilan pemerintah Orde Baru memisahkan agama dan poli-
tik, dan (2) kepemimpinan gura tarekat yang semakin bersifat monomorphic
atau hanya berkonsentras: pada satu bidang vaitu bidang keagamaan.

Daftar Bacaan

Abdurrahman, Moeslim, ‘Kesyahduan Sufi dalam Transformasi Sosial, Suatu
Pengamatan Perkembangan Tarekat’ dalam Pesantren, No.3 Vol.
II, Jakarta: P3M.

Brumnessen, Martin van, Tarekat Nagsyabandiyah di Indonesia, Bandung:
Mizan, 1992.

Soebard, S, 'Islam di Indonesia’ dalam Prisma, nomor ekstra, jakarta: LP3ES.

Walud, Abdurrahman, Muslim di Tengah Pergumuian, Jakarta: Lembaga
Penunjang Pembangunan Nasional.

Woshinsky, Oliver H., Cufture and Politics, An Introduction to Mass and Elite

Folitical Behavior, New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, ,
1995.

JSP e Vol. 2, No. 1, Juti 1998 39





